[ SALINAN ]

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan reklame di Kabupaten Ponorogo sebagaimana
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun
2018, perlu diubah dan disesuaikan dengan situasi dan
kondisi serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di
Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);



10.

11.

12.

13.

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995
tentang Terminal dan Transportasi Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retibusi Jasa Usaha;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor
4);



Menetapkan
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14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Reklame  di
Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2018 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI PONOROGO NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI
KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 24) dihapus, sehingga
Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Pemegang izin reklame berhak untuk melakukan kegiatan
penyelenggaraan/pemasangan reklame sesuai dengan izin
yang diberikan.

(2) Pemegang izin reklame mempunyai kewajiban:

a. memelihara dan bertanggungjawab penuh terhadap
konstruksi reklameyang dipasang dalam rangka menjaga
kebersihan, ketertiban dankeindahan reklamedan
lingkungan;

b. apabila media reklame tidak digunakan harus diisi iklan
layananmasyarakat atau promosi potensidaerah;

c. bertanggung jawab penuh atas segala resiko atau kerugian
yangditimbulkan terhadap keselamatan orang maupun
barang akibatpemasangan media reklame;

d. d. membayar retribusi pemakaian tanah daerah apabila
pemasangan mediareklame di atas tanah milik daerah.

(3) Dihapus.
(4) Dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 05-01-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR RTI¥YAWAN, S.H.

NIP%O\Q/ 199303 1 008
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